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BUPATI KAYONG UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

 

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR 30 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

RENCANA INDUK PELABUHAN SUNGAI MATAN  

KABUPATEN KAYONG UTARA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  KAYONG UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kepentingan 

penyelenggaraan pelabuhan dan memberikan 

pedoman bagi pembangunan dan pengembangan 

pada pelabuhan Sungai Matan Kabupaten Kayong 

Utara yang ditetapkan sebagai pelabuhan sungai, 

perlu menyusun rencana induk pelabuhan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) 

huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 

2009 tentang Kepelabuhan, Bupati menetapkan 

Rencana Induk Pelabuhan untuk pelabuhan 

Pengumpan Lokal dan Pelabuhan Sungai dan 

Danau; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b,  perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 

Induk Pelabuhan Sungai Matan Kabupaten Kayong 

Utara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

SALINAN 
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3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 

tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5070); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2014-

2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);  

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 

8 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Kayong Utara 2015-2035 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 

2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kayong Utara Nomor 114); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 

2 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 

2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kayong Utara Nomor 145); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK 

PELABUHAN SUNGAI MATAN KABUPATEN KAYONG 

UTARA. 
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BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara. 

2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara. 

3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan 

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan 

kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 

bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, 

berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan 

fasilitas keselamatan dan keamananpelayaran dan kegiatan penunjang 

pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda 

transportasi. 

4. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, 

dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, 

keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-

dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan 

daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 

5. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya 

melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut 

dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi 

pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal 

tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan 

dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 

6. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk 

melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau. 

7. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa 

peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah 

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. 

8. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari rencana induk yang mencakup 

rancangan tata letak pelabuhan yang bersifat tehnis dan konseptual, 

perpetakan setiap gungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana 

tehnis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi tehnis 

dari bangunan, fasilitas dan prasarananya. 

9. Rencana Tehnis Terinci adalah penjabaran secara rinci dari rencana 

tapak sebagaimana dasar  kegiatan pembangunan pelabuhan yang 

mencakup gambar dan spesifikasi tehnis bangunan, fasilitas dan 

prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya. 

10. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada 

pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk 

kegiatan pelabuhan. 

11. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan disekeliling Daerah 

Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk 

menjamin keselamatan pelayaran. 
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12. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan 

tempat kapal bersandar atau tambat,tempat penumpukan, tempat 

menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat 

barang. 

13. Kolam Sandar adalah perairan yang merupakan bagian dari kolam 

pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan operasional 

menyandarkan/menambatkan kapal di dermaga. 

14. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan 

untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal. 

 

BAB II 

PENYELENGGARAAN KEGIATAN 

 

Pasal 2 

Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhan pada Pelabuhan Sungai 

Matan yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhan, pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainya serta pengembangan, 

dibutuhkan lahan daratan seluas 56.295 M2, dan areal perairan seluas 496, 

5 Ha. 

 

Pasal 3 

Kebutuhan lahan daratan dan areal perairan untuk kegiatan kepelabuhan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : 

a. Lahan daratan seluas 56.295 M2 M2  dipergunakan untuk  Fasilitas 

Pokok dan Fasilitas Pendukung : 

1. Dermaga  bongkar / muat seluas 2500 M2;  

2. Area Peti Kemas  seluas 14.000 M2;  

3. Area Carport Terminal  seluas 5.300 M2; 

4. Lapangan penumpukan seluas 9.350 M2; 

5. Area Curah Cair seluas 3.000 M2; 

6. Kantor Pelabuhan seluas 850 M2; 

7. Terminal Penumpang 520 M2; 

8. Dermaga Penumpang seluas 600 M2; 

9. Kawasan Industri/ pergudangan seluas 17.000 M2; 

10. Ruang Tunggu Penumpang seluas 60 M2; 

11. Aula seluas 300 M2; 

12. Musholla seluas 180 M2; 

13. Klinik Kesehatan seluas 210 M2; 

14. Ruko –ruko seluas 800 M2; 

15. Rumah Genset seluas 25 M2; 

16. Tower dan Ground Watertank seluas 600 M2; 

17. Lahan penghijauan seluas 1.000 M2. 

b. Areal perairan seluas 496,5  Ha dipergunakan untuk : 

1. Alur Pelayaran seluas 495 Ha 

2. Areal kolam labuh seluas 0,5 Ha 

3. Areal Tempat Sandar Kapal seluas 0,5 Ha. 

4. Areal penempatan kapal mati seluas 0,5 Ha 
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Pasal 4 

Batas kebutuhan lahan daratan dan areal perairan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik 

koordinat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

 

BAB III 

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS 

 

Pasal 5 

(1) Jangka waktu rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas 

kepelabuhan pada Pelabuhan Sungai Matan untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhan dilakukan berdasarkan 

perkembangan angkutan laut, meliputi : 

a. jangka pendek, dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022; 

b. jangka menengah, dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2027; dan 

c. jangka panjang, dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2032. 

(2) Fasilitas pelabuhan yang direncakanan untuk dibangun dan 

dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana 

tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 6 

Rencana tapak dan rancangan tehnis terinci untuk pelaksanaan 

pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Bupati. 

 

Pasal 7 

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib dilakukan dengan memperhatikan 

aspek lingkungan, didahului dengan studi lingkungan. 

 

BAB IV 

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN 

 

Pasal 9 

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan pelayanan untuk keperluan 

peningkatan pelayanan jasa kepelabuhan, pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan 

Pelabuhan Sungai Matan sebagaimana tercantum dalam Dokumen 

Lampiran Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 10 

Dalam hal penggunaan dan pemanfatan lahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya 

harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 11 

Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksaaan Peraturan Bupati ini. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai beraku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong 

Utara.  

 

 

 

Ditetapkan di Sukadana 

pada tanggal  30  Mei 2018 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

TTD  

 

HILDI HAMID 

 

 

Diundangkan di Sukadana 

pada tanggal  30 Mei 2018 

 

      SEKRETARIS DAERAH  

 KABUPATEN KAYONG UTARA, 

 

                          TTD  

 

         HILARIA YUSNANI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 30 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 

 

 

 
MOLYADI, S.H. 

Pembina/(IV/a) 

NIP. 197507092007011019 
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